 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
NOMOR: ......./PER/M.KOMINFO/..../2006
TENTANG

 SANKSI DENDA TERHADAP PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

	Menimbang
	:
	a. bahwa untuk lebih menjamin terlaksananya pemenuhan kewajiban-kewajiban penyelenggara jaringan telekomunikasi, perlu ditetapkan pengenaan sanksi denda bagi penyelenggara jaringan telekomunikasi;



	
	
	b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur ketentuan mengenai Sanksi Denda Terhadap Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi  yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;

 


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);



	
	
	2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);



	
	
	3.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);


	
	
	4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I 
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005; 


	
	
	6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.29 Tahun 2004;



	
	
	7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.30 Tahun 2004;



	
	
	8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/P/M.Kominfo/4/2005 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;



	
	
	9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi.



MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   TENTANG SANKSI DENDA TERHADAP PENYELENGGARA JARINGAN  TELEKOMUNIKASI. 




BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.  
Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

2.  
Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
3.    Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
4.    Penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan   jaringan telekomunikasi  yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
5.    Pembangunan adalah kegiatan penyelenggara telekomunikasi dalam menyediakan infrastruktur telekomunikasi dengan tingkat pencapaian yang telah ditentukan setiap tahun;
6.    Kinerja operasi adalah suatu indikator yang menggambarkan kondisi jaringan dan pencapaian kinerja operator dalam suatu kurun waktu yang ditetapkan;
7.    Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;
8.    Pelayanan adalah kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yang terkait dengan layanan kepada pengguna jasa;
9. 
Pelaporan adalah kegiatan penyelenggara telekomunikasi untuk menyampaikan seluruh data laporan sebagaimana diwajibkan dalam izin penyelenggaraan; 
10. Kewajiban lainnya adalah kewajiban lain yang harus dipenuhi operator dalam menyelanggarakan jaringan telekomunikasi;

11. Fasilitas Penting Interkoneksi, yang selanjutnya disebut FPI, adalah berbagai fasilitas yang merupakan infrastruktur sipil dari suatu jaringan telekomunikasi, di mana akses ke fasilitas tersebut mutlak diperlukan bagi pelaksanaan interkoneksi guna memasang dan mengoperasikan peralatan yang diperlukan oleh pencari akses untuk menyalurkan trafik interkoneksi dari/ke jaringannya.

12. Menteri  adalah Menteri yang  lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

15. BRTI adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.
BAB II

PENGENAAN SANKSI DENDA
Pasal 2

(1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dikenakan sanksi denda yang besarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban:

a. Pembangunan;

b. Kinerja operasi;

c. Interkoneksi;

d. Produksi dalam negeri;

e. Riset dan pengembangan SDM;

f. Pelayanan dan pelaporan;

g. Perlindungan konsumen.

(3) Mekanisme pengenaan sanksi denda dilaksanakan berdasarkan:

a. Pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh BRTI terhadap penyelenggara jaringan telekomunikasi; 

b. Laporan yang disampaikan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi; dan atau 

c. Pengaduan yang disampaikan oleh pengguna kepada BRTI.
BAB III

TOLOK UKUR PENGENAAN SANKSI DENDA 

Bagian Pertama

Pembangunan

Pasal 3
Pembangunan dinilai berdasarkan tolok ukur pencapaian:

a. untuk jaringan tetap lokal: jumlah satuan sambungan telepon dalam satuan (sst);

b. untuk jaringan tetap sambungan langsung jarah jauh: jumlah kapasitas sentral trunk dalam satuan (sirkit);

c. untuk jaringan tetap sambungan langsung internasional: jumlah kapasitas sirkit sentral gerbang dalam satuan (port);

d. untuk jaringan tetap tertutup : jumlah terminal dalam satuan (node) pada sistem very small aperture terminal (VSAT) atau kapasitas jaringan dengan satuan Mbit/s pada sistem kabel dan sistem radio lainnya;  

e. untuk jaringan bergerak terrestrial : jumlah BTS/repeater dalam satuan (unit);

f. untuk jaringan bergerak seluler: jumlah prosentasi populasi yang dapat dicakup dengan satuan (%) pada sistem IMT2000/3G atau jumlah Base Transceiver System (BTS) dalam satuan (unit) pada sistem GSM/DCS1800 dan sistem Code Division Multiple Access (CDMA). Cakupan wilayah diukur berdasarkan kekuatan signal (signal strength) minimal -100 dBm;

g. untuk jaringan bergerak satelit : jumlah terminal dalam satuan (unit).

Pasal 4

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi angka pencapaian pembangunan sebagaimana dimaksud dalam izin penyelenggaraan yang dimilikinya.

Pasal 5

(1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak dapat memenuhi  angka pencapaian pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Setelah kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak dapat memenuhi angka pencapaian pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyelenggara jaringan telekomunikasi dikenakan denda yang besarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kinerja Operasi

Pasal 6
(1) Kinerja operasi penyelenggara jaringan telekomunikasi dinilai berdasarkan kategori: 

a. Angka gangguan jaringan;

b. Penyelesaian gangguan dalam satu hari;

c. Panggilan terputus (drop call);   

d. Keberhasilan panggilan;

e. Penyelesaian pengaduan  tagihan (billing);

f. Penyelenggara jaringan telekomunikasi menjawab pengaduan kurang dari 15 detik.

(2) Kinerja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f tidak berlaku untuk penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched dan jaringan tetap tertutup. 

Pasal 7

Pencapaian kinerja operasi dinilai berdasarkan tolok ukur prosentasi, dengan formula perhitungan :

a. untuk angka gangguan jaringan, dihitung berdasarkan jumlah rata-rata gangguan yang terjadi dibanding ketersediaan jaringan dalam kurun waktu satu tahun. 

b. untuk penyelesaian gangguan dalam satu hari, dihitung berdasarkan jumlah gangguan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari.

c. untuk panggilan terputus (drop call), dihitung berdasarkan jumlah panggilan/hubungan yang terputus tanpa diinginkan (drop call) dibanding seluruh hubungan yang terjadi selama  1(satu) tahun. 

d. untuk keberhasilan panggilan, dihitung berdasarkan jumlah panggilan yang berhasil dibangun dibanding seluruh panggilan yang terjadi selama 1 (satu) tahun.

e. untuk penyelesaian pengaduan tagihan (billing), dihitung berdasarkan jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan untuk seluruh pengaduan tagihan (billing) yang terjadi dalam 1 (satu) tahun.

f. untuk  penyelenggara jaringan telekomunikasi menjawab pengaduan kurang dari 15 detik, dihitung berdasarkan seluruh panggilan ke operator, dihitung jumlah panggilan yang dijawab oleh operator kurang dari atau sama dengan 15 detik.

Pasal 8

(1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib melakukan pencatatan angka kinerja operasi secara harian, bulanan, tiga bulanan dan tahunan. 

(2) Catatan angka kinerja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada BRTI setiap tahun.

Pasal 9

(1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi angka kinerja operasi sebagaimana dimaksud dalam izin penyelenggaraan yang dimilikinya. 

(2) Penilaian pencapaian angka kinerja operasi dilakukan setiap tahun oleh BRTI.

Pasal 10

(1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak dapat memenuhi  angka kinerja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Setelah kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak dapat memenuhi angka pencapaian kinerja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, penyelenggara jaringan telekomunikasi dikenakan denda yang besarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Interkoneksi

Pasal 11

Interkoneksi penyelenggara jaringan telekomunikasi dinilai berdasarkan kategori:

a.
Antrian; 

b. Kepatuhan terhadap jadual;

c.
Fasilitas penting untuk interkoneksi;

d.
Pemenuhan joint planning session dalam rangka penambahan kapasitas/dimensi (hardware/software);

e. Manipulasi akses (dummy number);

f. 
Pengembangan titik interkoneksi (POI);

g. 
Diskriminasi harga dan akses;

h.
Pemberian informasi yang benar.
Pasal 12

Kewajiban interkoneksi untuk masing-masing kategori dinilai berdasarkan tolok ukur pelanggaran:

a.   Antrian


1) 
Permohonan pencari akses interkoneksi dan Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI) tidak dimasukkan dalam sistem antrian oleh penyedia akses interkoneksi; 

2) 
Penyedia akses tidak memberi informasi posisi antrian pencari akses dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja; dan atau

3)  Penyedia akses bertindak diskriminatif dalam penyusunan antrian permintaan interkoneksi dan akses ke FPI.

b.   Kepatuhan terhadap jadual:

1) Dalam 5 (lima) hari kerja penyedia akses tidak memberikan informasi posisi antrian kepada pencari akses;
2)  Penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak mempublikasikan DPI dalam 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkan oleh BRTI;
3) Tidak menyelesaikan perbaikan DPI dalam 20 (dua puluh) hari kerja dalam hal usulan DPI ditolak oleh BRTI;
4) Penyedia akses tidak memberikan jawaban penolakan permintaan interkoneksi; 

5) Penyedia akses tidak memberikan jawaban permintaan interkoneksi atas permintaan layanan interkoneksi yang memenuhi syarat dalam 20 (dua puluh) hari kerja;
6) Pihak penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melakukan perubahan sistem tidak memberitahukan pihak lainnya sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan sebelum pengoperasian sistem baru;
7) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang akan melakukan pengakhiran perjanjian tidak memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja; 
8) Penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak memberikan informasi jaringan kepada pihak lainnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja;
9) Penyelenggara pertama tidak menyediakan informasi  rincian dari sentral gerbang yang dinominasikan oleh penyelenggara pertama untuk dikoneksikan, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja;

10) Penyelenggara pertama tidak menyediakan informasi  Usulan Rute Trafik bagi setiap blok penomoran jika penyelenggara kedua menginginkan penggunaan lebih dari satu sentral gerbang untuk koneksi pada saat pertama kali sistem dinyatakan siap beroperasi, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja; 
11) Penyedia akses tidak memberitahukan pencari akses bahwa penyedia akses telah menerima permohonan akses ke FPI dalam waktu 3 (tiga) hari kerja; 
12) Penyedia akses tidak memberikan jawaban secara tertulis kepada pencari akses tentang diterima atau tidaknya permohonan akses ke FPI dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja; dan atau 

13) Forecast trafik untuk setiap sentral gerbang yang dikoneksikan tidak dipertukarkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pertemuan teknis yang disepakati bersama.
c. Fasilitas Penting Untuk Interkoneksi

1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Pokok Akses terhadap FPI; dan atau

2) Penyedia akses tidak merahasiakan seluruh informasi rahasia milik rahasia pencari  akses.
d. Pemenuhan joint planning session dalam rangka penambahan kapasitas/dimensi (hardware/software)
1) Salah satu penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak memberikan forecast trafik dari berbagai jenis trafik yang menjadi tanggung jawabnya; 

2) Salah satu penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak memenuhi penambahan kapasitas yang telah disepakati pada pertemuan teknis bersama; dan atau

3) Penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak memberikan informasi atas kapasitas transmisi yang tersedia pada setiap titik interkoneksi.

e. Manipulasi akses (dummy number)

1) Penyelenggara menggunakan dummy number  di luar kesepakatan bersama penyelenggara yang berinterkoneksi; dan atau

2) Penyelenggara menggunakan dummy number dalam rangka refilling traffic dalam rangka memanfaatkan disparitas harga.

f. Pengembangan Titik Interkoneksi (POI)

Penyelenggara tidak membuka dan mengembangkan titik  interkoneksi sebagaimana telah dicantumkan dalam DPI.

g.
Diskriminasi harga dan akses

1) Penyelenggara menerapkan besaran biaya interkoneksi yang berbeda terhadap penyelenggara lainnya untuk jenis trafik yang sama; dan atau

2) Penyedia akses bertindak diskriminatif dalam penyediaan akses ke Fasilitas Penting Interkoneksi.
h. Pemberian informasi yang tidak benar

1) Penyelenggara memberikan informasi tidak benar kepada BRTI;

2) Penyelenggara memberikan informasi yang tidak benar dalam DPI; dan atau

3) Penyelenggara memberikan informasi yang tidak benar terkait dengan FPI.
Pasal 13

(1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Setelah kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, penyelenggara jaringan telekomunikasi dikenakan denda yang besarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Produksi Dalam Negeri






Pasal 14

Produksi dalam negeri dinilai berdasarkan tolok ukur :

a. Jumlah pengeluaran investasi yang menggunakan produksi dalam negeri minimal sebesar 30 % dari seluruh pengeluaran investasi penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam 1 (satu) tahun; dan atau

b. Jumlah pengeluaran operasional yang menggunakan produksi dalam negeri minimal sebesar 50 % dari seluruh pengeluaran operasional penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Penilaian pencapaian penggunaan produksi dalam negeri dilakukan setiap tahun oleh BRTI.

Pasal 16

(1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak dapat memenuhi  pencapaian penggunaan produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja. 

(2) Setelah kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penyelenggara jaringan telekomunikasi dikenakan denda yang besarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Riset Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 17
Riset dan pengembangan sumber daya manusia dinilai berdasarkan tolok ukur :

a. Jumlah dana yang dialokasikan untuk riset minimal sebesar 1 % dari seluruh pendapatan (revenue) penyelenggara dalam 1 (satu) tahun.

b. Jumlah dana yang dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia minimal 1,50 % dari seluruh pendapatan (revenue) penyelenggara dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 18

Penilaian pencapaian kewajiban riset dan pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan setiap tahun oleh BRTI.
Pasal 19

(1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak dapat memenuhi  pencapaian kewajiban riset dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja. 
(2) Setelah kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penyelenggara jaringan telekomunikasi dikenakan denda yang besarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Pelayanan Dan Pelaporan

Pasal 20
(1)
Pelayanan dinilai berdasarkan tolok ukur:

a. Layanan minimal yang wajib disediakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dicantumkan dalam izin penyelenggaraan yang dimiliki;

b. Jumlah distributor  kartu perdana dan voucher isi ulang minimal 10 (sepuluh) perusahaan dan minimal setengah dari jumlah distributor tersebut merupakan perusahaan daerah.

c. Layanan terhadap pelanggan telekomunikasi sebagaimana disampaikan  dalam laporan pengaduan dari pengguna yang dirugikan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi.
(2)
Tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya berlaku bagi penyelenggara jaringan yang menyediakan kartu perdana dan voucher isi ulang sebagaimana dicantumkan dalam izin penyelenggaraan yang dimiliki. 
Pasal 21
(1) Penilaian pencapaian layanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a  dan huruf b dilakukan setiap tahun.

(2) Penilaian layanan terhadap pengguna telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan setiap saat berdasarkan pengaduan dari pengguna telekomunikasi.
Pasal 22

(1)
Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak dapat memenuhi  pencapaian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

(2)
Setelah kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak dapat memenuhi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, penyelenggara jaringan telekomunikasi dikenakan denda yang besarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Pelaporan dinilai berdasarkan tolok ukur:

a. Penyampaian laporan setiap 3 (tiga) bulan untuk materi hasil pembangunan dan kinerja operasi;

b. Penyampaian laporan setiap setiap tahun  untuk materi kinerja operasi sebagaimana dicantumkan dalam izin penyelenggaraan yang dimiliki oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Pasal 24

Penilaian laporan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan setiap tahun.

Pasal 25

(1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak dapat memenuhi  batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
(2) Setelah kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak dapat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, penyelenggara jaringan telekomunikasi dikenakan denda yang besarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Perlindungan Konsumen

Pasal 26
Perlindungan konsumen dinilai berdasarkan tolok ukur pemenuhan kewajiban perlindungan konsumen sebagaimana dicantumkan dalam izin penyelenggaraan yang dimiliki.

Pasal 27
Penilaian perlindungan konsumen dilakukan setiap saat berdasarkan pengaduan pengguna.

Pasal 28

(1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang diadukan oleh pelanggan atau pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
(2) Setelah kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, penyelenggara jaringan telekomunikasi dikenakan denda yang besarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN 

Pasal 29

(1) Setiap penyelenggara telekomunikasi yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib membayar  denda.   
(2) Pelaksanaan   pembayaran   atas   denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan  selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan pengenaan sanksi denda.

(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, penyelenggara jaringan telekomunikasi diberikan peringatan tertulis  sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Setelah kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dicabut.

(5) Khusus untuk penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyelenggarakan layanan IMT-2000, pengenaan denda dapat dicairkan langsung dari jaminan pelaksanaan (performance bond) yang telah diserahkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 30

Seluruh penerimaan dari pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disetor langsung ke Kas Negara melalui rekening Bendahara Penerima Direktorat Jenderal pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 31

Penyelenggara telekomunikasi yang telah memenuhi kewajiban pembayaran  denda wajib mengirimkan bukti pembayaran denda  kepada Direktur Jenderal  cq Direktur Telekomunikasi.

Pasal 32

Bendahara penerima setiap bulan wajib melaporkan seluruh penerimaan pengenaan sanksi denda kepada Menteri paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal .
BAB  V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

(1) Pengawasan  dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(2) Direktur Jenderal dapat membentuk Tim untuk melaksanakan fungsi pengawasan  dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Pasal 34

Direktur Jenderal dapat menetapkan ketentuan teknis dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 35
Dengan   berlakunya  Peraturan  ini,  penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah mempunyai izin penyelenggaraan sebelum ditetapkannya Peraturan ini tetap dapat menyelenggarakan layanannya, dengan ketentuan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan ini wajib menyesuaikan izin penyelenggaraannya dengan ketentuan dalam Peraturan ini. 
BAB VII
PENUTUP

Pasal  36
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  JAKARTA

Pada tanggal :                                2006
-----------------------------------------------------

            MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,







              SOFYAN A. DJALIL
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:
1. Presiden Republik Indonesia;

2. Wakil Presiden Republik Indonesia;

3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

5. Menteri Keuangan;

6. Menteri Perindustrian;

7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Luar Negeri;

9. Menteri Dalam Negeri;

10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

11. Sekretaris Negara;

12. Jaksa Agung Republik Indonesia;
13. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

14. Para Gubernur Kepala Daerah Provinsi seluruh Indonesia.
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